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bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama
Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat
Kerja Panlegsus Nomor : 172/ 60 / 2007 tanggal 5 Nopember 2007,
dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripuna DPRD Kabupaten
Batang tanggal 7 Nopember 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimgna dimaksud huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapkan Persetujuan Dewan P;:;akﬂg
Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang RencanaB :;glg %:hnm
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. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
sebagaimana DIKTUM MENETAPKAN adalah merupakan dokumen
perencanaan yang mencakup visi, misi dan arah pembangunan selama
kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, yang harus dipedomani
dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah.

. Laporan Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang, merupakan

bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
ini kepada Bupati Batang.

gal ditetapkan, dan apabila
diadakan pembentulan

. Menyerahkan pelaksanaan Keputusan

aku pada tang

: Keputusan ini mulai berl
kekeliruan akan

dikemudian hari terdapat

sebagaimana mestinya.
ditetapkan di ; at}f;;iember 2007
pada tanggal ' DAERAH
DEWAN PERWAKILAN AR o
W ABUPATEN BAT
KETUAa
n
/
S.IP

WANTOa

e



